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ABSTRAK 

Praperadilan sebagai suatu pranata hukum, menawarkan kepada masyarakat luas 
untuk dilindungi hak-haknya khususnya menyangkut upaya paksa (dwang middlen)
yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang tidak bedasarkan hukum. 
Persoalannya mulai timbul, manakala putusan permintaan praperadilan oleh 
tersangka, keluarga atau kuasanya diterima atau ditolak oleh Hakim Pengadilan 
Negeri. KUHAP khususnya, tidak secara tegas melarang atau membolehkan upaya 
hukum kasasi terhadap putusan perkara praperadilan. Untuk itu penulis mengangkat 
permasalahan: Apakah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
membenarkan atau memberi peluang adanya upaya hukum kasasi dalam perkara 
praperadilan, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 apakah 
sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat? Serta 
Bagaimanakah upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan di Indonesia (Studi 
Kasus Perkara No. 35 K/Pid/2002)?. Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan 
adalah tipe penelitian hukum normatif, selanjutnya dianalisa dengan metode analisis 
kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami 
kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden 
untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara 
sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan sebagai 
berikut; (1) Ketentuan Upaya Hukum Kasasi Atas Perkara Praperadilan Menurut 
Perundang-undangan di Indonesia; bahwa UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana secara yuridis formil tidak memberikan peluang atau tidak 
membenarkan upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan di Indonesia, dan 
bahwa UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya yang 
mengatur masalah praperadilan pasal 1 angka 10, pasal 77 s/d pasal 83 dirasakan 
tidak cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, hal mana 
praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut dilakukan hanya sebatas 
pemeriksaan administrasi saja yakni apakah prosedur atau tata cara pelaksanaan 
dwang middelen sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, KUHAP 
sedemikian besar memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya 
paksa, yang dalam pelaksanaannya itu tidak diperlukan campur tangan institusi lain. 
(2) Permintaan Kasasi Kepada Mahkamah Agung Atas Keabsahan Penahanan; 
Perkara Pemohon Praperadilan/Termohon kasasi Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. 
Ir. Ginanjar Kartasasmita atas diri Pemohon terhadap Keabsahan penahanan adalah 
tidak sah, apabila undang-undang secara tegas telah mengatur bahwa kewenangan 
menahan seorang Prajurit TNI ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum yaitu 
dalam Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997. 


